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Abstrak: Penjualan online melalui media sosial instagram berpotensi untuk dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan online itu 
sendiri. Sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan 
kemampuan ekonomis. Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui 
media sosial instagram sangat sulit dikenakan pajak karena dengan Self Assessement System  yang 
dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.yang 
dimana Lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas 
penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat untuk pengenaan 
pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram. Penelitian diadakan untuk 
mengetahui bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online disosial media 
instagram, pengawasan terhadap pelaku penjual online di social media instgaram dan sanksi hokum 
yang dapat diterapkan kalau penjual online disosial media instagram yang tidak membayar pajak 
penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif bersifat Deskriptif Analitis 
yang menggunakan penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu 
pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan pajak penghasilan 
terhadap penjual online di sosial media instagram tetap menggunakan peraturan undang-undang 
no.36 tahun 2008 yang di tegaskan melalui Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 
62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga 
hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk 
kriteria penghasilan kena pajak.' 
 Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Penjual Online, media sosial instgram 
Abstract: Online sale on instagram is potential to be taxable by PPh (Income Tax) for the income 
gained from selling online. It is in line with Article 4, paragraph (1) of Law No.36/2008 on Income 
Tax which states that the object of income tax is every additional economical capability. Transactions 
of online sale via instagram are not taxable becomes a problem because Indonesia applies Self 
Assessment System as its taxation system which puts trust on taxpayers’ self awareness to pay tax on 
the income gained from their business. Therefore, a regulation is required to charge tax on such income. 
The objective of the research is to discover how income tax on online sellers on instagram can be taxable, 
how the online sellers on instagram are monitored, and what legal sanction can be implemented if the 
online sellers on instagram do not pay tax. This is a normative juridical research which is descriptive 
analytical. It studies legal synchronization and statutory approach. The research result shows that 
income tax on the online sellers on instagram by applying Law No. 36/2008 which is emphasized 
by Circular Letter of the Directorate General of Tax No. SE-62/PJ/2013 on Emphasis on the 
Provisions of Taxation on E-Commerce Transaction so that the income gained from online sale is 
compulsory to be taxable by income tax if it meets the criteria of taxable sales. 
Keywords: Income Tax, Online Sellers, Instagram 
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A. Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan 

pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah penerimaan penting yang digunakan oleh 

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pengeluaran rutin dan 

pembangunan tersebut untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.1 

Eksistensi pajak tersebut berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin berkembang pesat. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan 

desakan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi timbul pemikiran masyarakat untuk berbisnis 

dan berusaha agar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di era modern 

saat ini bisnispun dapat dilakukan melalui media online atau sebut dengan istilah transaksi e-

commerce. Hal ini terlihat dengan maraknya kemunculan berbagai bisnis online yang menawarkan 

aneka produk dan jasa yang tak terbatas baik untuk memenuhi segela kebutuhan seseorang. 

Potensi pajak di perdagangan online khususnya di media media sosial instgaram memang 

menggiurkan.nilai perdagangan ini pada 2013 ditaksir mencapai US$8 miliar. Pada 2020 

diperkirakan bisa mencapai US$135 miliar.Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa AH Maftuchan 

memperkirakan, potensi pajak yang bisa digali dari sektor e-commerce yang di dalamnya termasuk 

toko online instagram bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun.2 

Inilah alasan mengapa media sosisal instagram merupakan media sosial yang sekarang ini 

banyak penggemarnya sehingga yang memakainya cukup banyak walaupun masih dibawah skala 

penguna facebook. Tapi media sosial instagram merupakan sebuah media yang sangat efektif untuk 

melakukan promosi penjualan, karena yang saya amati masyarakat lebih banyak memasarkan 

produknya di media sosial ini yang menurut mereka sangat mudah dan merupakan media sosial 

yang saat ini sedang booming dengan begitu ketika masyarakat memasarkan produk disosisal media 

instagram merupaka cara yang tepat dalam melakukan pemasaran produk. Selain media sosial 

instagram sebagai salah satu sarana dalam melakukan promosi penjualan yang mudah dan efektif, 

instagram juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar, salah satunya adalah pemasar atau 

pelapak tidak usah mengeluarkan uang untuk biaya promosi produk mereka, dengan begitu 

pemasar bisa melakukan promosi sepuasnya agar produk mereka bisa menguasai pasar. 

_________________________________ 

1Angger Sigit Pramukti, Pokok-pokok hukum perpajakan, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2015), h,1 
2https://beritagar.id/artikel/berita/pedagang-di-media-sosial-juga-bakal-kena-pajak di akses pada tanggal 5 

juni 2018 pada pukul 17.00 wib 

https://beritagar.id/artikel/berita/pedagang-di-media-sosial-juga-bakal-kena-pajak
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Hal ini lah yang menyebabkan instagram menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk menjalankan 

bisnisnya dengan mudah, hanya dengan memposting foto para pelaku usaha dapat melakukan 

sebuah transaksi bisnis. 3 

Pengaturan khusus terhadap pemberlakuan pajak terhadap penjual online melalui media sosial 

belum ada, akan tetapi mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

seperti Undang-Undang tentang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang 

nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang (undang-undang KUP), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan (undang-undang PPh) dan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak 

pertambahan nilai dan barang mewah (undang-undang PPN) yang terakhir.4 

Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui media sosial sangat sulit 

dikenakan pajak karena dengan Self Assessement System  yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia 

yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.yang dimana Lebih menekan pada kesadaran 

wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Hal 

ini dikarenakan dalam transaksi melalui penjulan melalui media sosial hanya disertai dengan bukti 

transfer yang dilakukan pembeli kepada penjual dan tidak terjadinya transaksi jual beli yang dikenai 

pajak. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Pendekatan  perundang-undang 

(Statute Approach) yaitu    pendeketan yang dilakukan  dengan cara menelah undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan 

perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perpajakan. Sumber data yang digunakan 

baik primer dan sekunder berupa jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul ini. Metode 

yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan analisis kualitatif maksudnya adalah bahwa 

data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dan hasil analisis 

tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis 

digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat bebas. 

 

_________________________________ 

3Leonard Makalalag, Pengenaan Pajak Penghasasilan  Terhadap  Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan  Online (E-
Commerce), (2016, Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol 4) 

4Suriyadi, Pengaturan Perpajakn E-Commerce Dan Penghindaran Pajak Berganda, (2015,jurnal tesis ) 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Penjual Online Disosial Media Instagram 

Pada konsep pengenaan pajak penghasilan, dikenal tentang asas-asas dan teori-dalam 

perpajakan, dimana asas dan teori ini yang merupakan landasan dalam pengenaan pajak. Jika 

dilihatdari sisi keadilan pengenaan pajak, penjual online dan penjual konvensional yang sama-

sama memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, yang mana penghasilan merupakan 

syarat objektif dalam pengenaan pajak penghasilan, maka sesuai dengan “Asas Keadilan” 

menurut Adolf Wigner menegaskan bahwa pengenaan pajak hendaknya bersifat umum atau 

universal dengan tidak diskriminatif. Jika seseorang dalam keadaaan yang sama hendaknya 

diperlakukan yang sama. tentunya dengan memperhatikan daya pikul seseorang. Daya pikul 

yang dimaksud adalah pemungutan pajak haruslah sesuai dengan kemampuan membayar wajib 

pajak. Tekanan semua pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan memperhatikan 

pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak.5 

Pada prinsipnya, penjualan online melalui media sosial instagram mendapatkan 

perlakuan perpajakan yang sama sebagimana layaknya perdagangan biasa. Tidak terdapatnya 

perbedaan dikarenakan penjualan melalui media sosial instagram adalah sama dengan 

penjualan konvensional, tetapi hanya berbeda dalam pelaksanaanya yang mengunakan 

sarana/moda komunikasi elektronik yang menggunakan internet sebagai infrastruktur 

utamanya.6 

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangangan 

online tidak jauh beda dengan perdangan konvensionalsehingga masih menggunakanUndang-

Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Karena penjualan online di sosial 

media instagram di katagorikan sebagai bisnis Online Retail sehingga aturan perpajakannya di 

tegaskan dalam Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan 

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commercesehingga hasil dari penjualan online tersebut 

wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk kriteria penghasilan kena pajak.7 

Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di 

sosial media instagram ialah pasal 17 ayat (1) undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, yang di tegaskan dalam Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 

62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce besarnya tarif 

_________________________________ 

5Ibid 
6Nufransa Wira Sakti. Op.cit, hal 72 
7Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat 

Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017 
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pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri 

dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia 

melalui bentuk usaha tetap di indonesia, sebagai berikut : 

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut : 

1) Apabila penghasilan sampai dengan nominal Rp.50.000.000(lima puluh juta) maka 

besarnya tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%; 

2) Apabila penghasilan diatas Rp.50.000.000(lima puluh juta) sampai dengan 

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) maka besarnya tarif pajak yang dikenakan 

sebesar 15%; 

3) Apabila penghasilan diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan 

Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) maka besaranya tarif pajak yang dikenakan sebesar 

25%; 

4) Apabila diatas Rp.500.000.000 (lima ratus juta) maka besarnya tarif pajak yang 

dikenakan 30%.8 

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. 9 

Kemudian pasal 23 ayat 1 huruf c angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Pajak Penghasilan yang menyatakan: 

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau 

bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua 

persen) dari jumlah bruto ataspenghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).10 

Penjual Online di media sosial instagram merupakan subjek dari pajak Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kewajiban untuk membayarkan pajak 

penghasilan ini timbul sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan. Pengenaan pajak jual beli untuk toko 

online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional, oleh sebab itu dengan di 

_________________________________ 

8Rismawati Sudirman, Anton Amirudin Op.Cit, hal 84 
9Ibid. hal 85 
10Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 
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tegaskan dalam Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan 

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga ketentuan pajak yang berlaku bagi 

usaha online di sosial media instagram tidak berbeda dengan toko konvensional pada umumnya.  

Melihat dari ketentuan aturan diatas  yang berdasarkan Surat Edaran Diretur Jendral Pajak 

Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce 

danperaturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangangan online belum diatur 

secara maksimal, karena Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang 

Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commercedan undang-undang nomor 36 

tahun 2008 tentang pajak penghasilan terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksananya 

dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal 

apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk 

pengusaha perdagangan online, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur 

secara spesifik untuk pengenaan pajak dalam transaksi penjualan online di sosial media 

instagram. Karena berdasarkan “Asas Administrasi” dalam pengenaan pajak yang dikemukakan 

Adolf Wigner dan “Asas Kepastian” dari Adam Smith, mereka menegaskan dalam hal 

penggenaan pajak haruslah bersifat pasti. Dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang 

dikenakan pajak, berapa besarnya pengenaan pajak, bagaimana cara pembayaranya, dan apa 

sanksi jika terlambat membayar pajak. Semua haruslah diatur berdasarkan peraturan perundang-

undagan yang jelas. Berdasarkan “Asas Yuridis” dalam perpajakan, hukum pajak haruslah 

memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk 

Negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum harus ditetapkan dalam 

peraturan perundangundangan yang jelas. Sehingga Negara melalui Pasal 23A Undang Undang 

Dasar 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan 

perundangundangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan 

kepada rakyat. 

Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Jendral Pajak khususnya di peraturan 

perpajakan II, diketahui belum ada data base yang memuat informasi tentang wajib pajak dari 

penjual online di sosial media pada umumnya dan di instagram pada khususnya. Berkaitan 

dengan kondisi diatas maka Dirjen pajak hingga kini masih mengandalakan kesadaran wajib 

pajak penjual toko online untuk mendaftarkan diri sebagai wajib dan membuat laporan SPT.11 

_________________________________ 

11Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat 
Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017 
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2. Pengawasan Terhadap Penjual Online Disosial Media Instagram Terkait Pajak 

Penghasilan 

Dewasa ini Penjualan online di media sosial instagram merupakan objek dan subjek 

pajak yang dapat dipungut atas pajaknya. Strategi perpajakan di bidang e-commerce seharusnya 

memiliki perlakuan yang berbeda untuk sistem dalam hal pengawasan. Pemerintah sebagai 

aktor dalam pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah Direktur Jendral Pajak yang 

bertanggungjawab untuk melakukan kewenangan atas pemungutan pajak di Indonesia. 

Pengawasan perpajakan dilakukan secara menyeluruh untuk pemungutan pajak penghasilan 

dari penjual online di sosial media instagram di Indonesia. 

Pengawasan yang terpenting adalah berasal dari sistem yang dimiliki dan dibuat oleh 

DJP serta pemerintah. Fasilitas pendukung untuk keamanan dirasa perlu disesuaikan untuk 

menjaring para pelaku usaha online di sosial media instagram yang masih belum terdaftar 

sebagai Wajib Pajak. Para pelaku tersebut seharusnya mendapatkan himbauan mengenai 

perpajakan yang berlangsung. Data-data mengenai identitas dari para pelaku usaha online wajib 

dimiliki oleh pihak DJP untuk memastikan mengenai transaksi yang berlangsung beserta aspek 

perpajakannya. 

Pengawasan dari DJP  juga sudah dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban 

perpajakan bagi Wajib Pajak pelaku usaha online. Pengawasan secara menyeluruh kepada 

Wajib Pajak pelaku usaha online dan sistem fasilitas pendukung dari DJP mampu 

meningkatkan potensi perpajakan dari transaksi penjualan online di media sosial instagram. 

Pengawasan tersebut berlaku dalam hal pemantauan terhadap maraknya berdagang dan 

berbelanja secara online. Kemudahan yang didapat baik dari sisi penjual maupun pembeli 

meningkatkan proses bisnis online tersebut.12 

Berdasarkan hal itu pengawasan terhadap penjual online di sosial media instagram 

dengan menggunakan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum 

dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengenaan pajak penghasilan 

terhadap penjual online di sosial media instagram. 

Pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan pengenaan pajak 

penghasilan dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.. Hal ini dapat kita lihat dari 

tindakan pengawasn yang dilkaukan oleh DJP selama ini terkait dengan pengawasan terhadap 

pajak penghasilan penjual online di sosial media instagram yaitu dengan cara : 

_________________________________ 

12Anita Aprilia Endang Siti Astuti Nila Firdausi Nuzula,Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka 
Intensifikasi Di Bidang E-commerce, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 10 februari 2015 



ISLAMIC  

CIRCLE 

 

Vol. 05 No. 1, Juni 2024, 1-12 

  
 

 
Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penjual Online  Di Sosial Media Instagram 8 

 

1. Melalui pelaporan SPT 

2. Melalui edukasi perpajakan.13 

Proses pengawasn pajak melalui SPT ini dilakukan oleh Direktur jendral pajak. Karena 

dalam proses pengawasan pajak, bahwa yang dinilai dalam hal ini ialah laporan SPT pelaku 

penjual online. Pengawasan pajak dilakukan apabila wajib pajak melaporkan SPTnya dengan 

benar. Bagi pelaku penjual online di sosial media instagram, surat pemberitahuan adalah sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan 

yang terutang dan untuk di laporkan.14  

Bentuk pengawasan terhadap Penjual Online di sosial media instgaram juga dapat 

dilakukan dengan edukasi perpajakan dan penyuluhan.Kegiatan penyuluhan. pelayanan pajak 

memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam 

mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak.15 

3. Sanksi Hukum Bagi Penjual Online Di Isntagram Yang Tidak Bayar Pajak 

Penghasilan 

Mardiasmo menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. 

Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting 

karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka 

pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan 

untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya 

dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan 

maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target 

yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-

Undang Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan 

untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

_________________________________ 

13 Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat 
Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017 

14 Wirawan B.ilyas, Pandu Wicaksono, Pemeriksaan Pajak,(Jakarta : MItra Wacana Media ,2015) hal 17-18 
15Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat 

Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017 
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Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga 

mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan16 

Wajib pajak penjual online di sosial media instagram  pada umumnya dapat dikenakan 

sanksi administrasi apabila melanggar hal-hal seperti tidak atau terlambat menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa. Selain itu, wajib pajak terlambat 

membayar besarnya pajak terutang ke bank sesuai batas waktu yang di tentukan. Sedangkan 

sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur 

kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.17 

Berbagai macam sanksi adminstrasi diatur dalam Undang-undangNomor 16 Tahun 

2009tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) mulai yang sifatnya hanya sanksi 

denda, bunga maupun kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda umunya lebih ringan 

dibandingkan dengan sanksi bunga dan sanksi bunga juga lebih ringan dibandingkan sanksi 

kenaikan.  

Bahwasnya sanksi adminstrasi perpajakan di di Indonesia yang terdapat dalam Undang-

undang KUP terbabgi atas 3 yaitu : 

a. Sanksi Administrasi Denda 

b. Sanksi Administrasi Bunga  

c. Sanksi administrasi Kenaikan dan 

d. Sanksi Pidana18 

D. Penutup 

Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia terhadap penjual online di sosial media 

instagram adalah dengan di tegaskan dalam Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 

62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga 

hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak.Akan tetapi karena Surat Edaran 

Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 

Transaksi E-Commercedan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan 

terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah dan 

_________________________________ 

16Oktaviane Lidya Winerungan, Sosialiasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung (2013, Jurnal Emba Vol.1)  

17Wirawan B. Ilyas, Richard Burton,  Manajemen Sengketa Dalam Pemungutan Pajak,( Jakarta : Mitra Wacana 
Media, 2012) h, 47 

18Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat 
Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017 
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Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang 

dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan 

online, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur secara spesifik untuk 

pengenaan pajak dalam transaksi penjualan online di sosial media instagram. Hal itu diketahui 

bahwa belom ada data base DJP yang memuat informasi tentang wajib pajak dari penjual media 

sosial pada umumnya dan di instagram pada khusunya. 
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